
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NCMOR 13 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PACITAN, 

Menlmbang : a. bahwa sehubtingan dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsl 

Kebljakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar Unit 
OrganlsasI, antara keglatan , dan antar Jenls Belanja, keadaan yang 
menyebabkan slsa leblh Tahun Anggaran sebelumnya hams dlgunakan untuk 
pemblayaan ilalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dllakukan Perubahan 
APBO Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD 

Tahun Angga'an 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Uenglngat : 1. Undang • Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
^ Kabupaten Dalam Llngkungan PropinsI Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 

1950 Nomor 19,Tambahan Lembaran NegaraNomor9); 

2. Undang • Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum! dan Bangunan 
( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3312 ) sebagaimana telah dl ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Berslh dan Bebis darl Kompsl, KolusI dan Nepotlsme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, lambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

4. Undang • undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 J; 
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5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang - Undcng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan 
tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan 
Naslonal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

9. Undang • undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrtbusl Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) 

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

- Undangan (Lombaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemeilntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor4028); 

13. Peraturan Pemeilntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) 
sebagaimana telih diubah beberapa kail terakhir dengan Peraturan Pemerlntah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 47,Tambahan Lembaran 
Negara No 4712]; 

14. Peraturan Pemeilntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansI 

Pemerintahan (Lambaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran 

Negara Tahun 2(i05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 
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17. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerlntah Nomor 65 tahun 2010 tentang SIstem Informasl Keuangan 
Daerah ( Lembr ran Negara Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lombaran Negara 
Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemeilntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 
. 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor4577); 

20. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
( Lembaran Neg ira Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

21. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Panyusunan dan 
. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ; 

23. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582); 

24. Peraturan Pemeilntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija 
Instansi Pemerlntah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negari Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemurlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan 

Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah PropinsI dan Pemerintahan 

Daerah Kabupat jn / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

28. Peraturan Pem^jrlntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah i; Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor4738); 

27. Peraturan Pemeilntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganlsasI Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4741); 

28. Peraturan pemeilntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partal 

Politik ( Lembai-an Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4972); 



29. Peraturan Pemorintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5104); 

30. Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TaU Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusl Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

31. Peraturan Pemeilntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkutansI Pemerintahan 
( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5165); 

32. Peraturan Mentnri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
' Pengelolaan Keuangan . Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 ; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operaslonal Pimplnan DPRD serta Tata Cara 
Pengemballan Timjangan Komunlkasl Intenslf dan Dana Operaslonal; 

34. Peraturan Menterf Keuangan Nomor 84/PMK.07/Z008 tentang Penggunaan Dana 

BagI Hasii Cukal Hasll Tembakau dan Sanksl atas penyalahgunaan AlokasI Dana BagI 

Hasll Cukal hasll Tembakau; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partal Polltik ; 

36. Peraturan Mentorl Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

37. Peraturan Mentiri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum 
dan Alokasi Scmentara Bantuan Operaslonal Sekolah bagi Pemerlntah Daerah 
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 

38. Peraturan Menteii Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 

39. Peraturan Menteii Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011; 

40. Peraturan Daerali Kabupaten Pacltan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerih Kabupaten Pacitan Nomor 1 SerlE tanggal 16 Maret 2005) 
sebagaimana hJah diubah beberapa kail terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten PacHan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacltan Nomor 11 tanggal 18 Jull 2007); 
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partal Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaien Pacltan Nomor 24 Tahun 2007; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-^okok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PaciUn Nomor 7 
tanggal 18 Desember Tahun 2006); 

43. Peraturan Daenih Kabupaten Pacltan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan 
Modal Pemerlntah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa TImur (Lembaran 
Daerah Kabupatm Pacltan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan 
Modal Pemerlntah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacltan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacltan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintahan Kibupaten Pacltan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 25 
Tahun 2007, tanggal 10 Oesember 2007); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 19 Tahun 2007 tentang OrganlsasI 
Sekretarlat Daeiah dan Sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupattin Pacltan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 20 Tahun 2007 tentang OrganlsasI 
DInas Daerah Kibupaten Pacltan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 27 
Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 ) yang telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 3 Tahun 
2011, tanggal 1 Maret 2007) ; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 21 Tahun 2007 tentang OrganlsasI 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan 
Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 ) yang telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
4 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2007) ; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 22 ' Tahun 2007 tentang OrganlsasI 

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacltan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan 

Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendlrlan 
Perusahaan Daei-ah Aneka Usaha Kabupaten Pacltan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacltan Nomor 7 Tahun 2008, tanggal 22 Januarl 2008 ) ; 

51. Peraturan Daerali Kabupaten Pacltan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan 
Modal Pemerlntah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober2010); 



52. Peraturan DaerEih Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan d a i Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010); 

53. Peraturan Daen>h Kabupaten Pacltan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 7 Maret 2011); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacltan tahun 2011 - 2016 
(Lembaran Daenih Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2011i tanggal 
15 Agustus 2011); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
Dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : P E R A T U R A N DAEF'AH TENTANG P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

B E L A N J A D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2011. 

J Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah 

Rp.756.452.659.500,00 Eierlambah sejumlah Rp. 135,757.390.658,77 sehlngga menjadi 

Rp. 892.210.050.158,77 dengan rinclan sebagal berikut: 

1. Pendapatan 
a. semula Rp. 701.836.506.573,64 
b. Bertambah Rp. 140.833.128.463.36 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 842.659.635.037,00 

2. Belanja 
a. semula Rp. 753.952.659.500,00 
b. Bertambah Rp. 135.257.390.658.77 

Jumlah Belanja setdah Perubahan Rp. 889.210.0S0.158.77 
Surplus/(Deflslt)sstelah perubahan (Rp. 46.540.415.121,77) 
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3. Pemblayaan 

a. Penerimaan 
1) semula Rp. 54.616.152.926,36 
2) Berkurang (Rp. S.075.737.804.59 1 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 49.540.415.121,77 

b, Pengetuaran 
1) semula Rp. 2.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp. SOO.OOQ.000.00 
Jumlah Pengiiluaran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000.00 
Jumlah Pemb ayaanNeto setelah perubahan Rp. 46.540.415.121,77 
Slsa Leblh Periblayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdirl dart: 
a. Pendapatan asll Daerah 

1) semula Rp 34.384.121.873,64 
2) Bertambah Rp. 9.95S.881.2S3.36 

Jumlah Pendapatan isil Daerah setelah Perubahan Rp. 44,340.003.127,00 
b. Dana Perimbangan 

1) semula Rp. 577.766.391.277,00 
2) Bertambah Rp. 2.78D.5Q6.856.0Q 

Jumlah dana perlnribangan setelah Perubahan Rp. 580.546.898.133,00 
c. LalnJain Pendapatan Daerah yang sah 

1) semula Rp. 89.685.993.423,00 
2) Bertambah Rp. 128.096.740.3S4.00 

' Jumlah Laln-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp, 217.782.733.777,00 

(2) Pendapatan Asl) Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdirl darl 
Jenls Pendapatan: 

a. Pajak Daerah 
1) semula Rp. 5.831.379.008,64 
2) Bertambah Rp. 180.941.370.36 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 6.012.320.379,00 
b. Retribusl Daerah 

1) semula . Rp. 7.927.849.700,00 
2) Bertambah Rp. 2.920.955.640.00 

Jumlah Retribusl Daerah setelah Perubahan Rp. 10.848.805.340,00 
C. Hasll Pengelolaan kekayaan Daerah yang diplsahkan 

1) semula Rp. 1,986.388.165,00 
2) Bertambah Rp. 916.839.527.00 

Jumlah Hasll Pnngelolaan kekayaan Daerah yang Rp. 2.903.227.692,00 
diplsahkan setelah Perubahan 

d. Laln-lain Pendapatan asll Daerah yang sah 
1) semuia Rp. 18.638.505.000,00 

. 2) Bertambah Rp. S.937,144.716.00 Rp. 24.575.649.716,00 
Jumlah Laln-lain pendapatan asll Daerah setelah Perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenls 

pendapatan: 

http://128.096.740.3S4.00
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a. Dana BagI Hasll Pnjak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
1) aemula Rp. 42.868.339.277,00 
2j Bertambah Rp. 3.025.221.856.00 

Jumlah dana bagI h.ialt Pajak setelah Perubahan Rp. 45.894.181.133,00 • 
. b. Dana Alokasi Umurn 

1) semula Rp. 480.825.252.000,00 
2) Berkurang fRp. 244.715.00Q.0Q > 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 480.580.537.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus 

1) semula Rp. 54.072.200.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) . H£. ; 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 54,072.200.000,00 

(4) Laln4atn Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdirl dari Jenls pendapatan : 

a. HIbah 
1) semula Rp. 1.795.562.600,00 
2) Berkurang fRp. 30.982.955.001 

Jumlah Pendapatan HIbah setelah Perubahan Rp. 1.784.579.845,00 
b. Dana BagI Hasll Pajak darl PropinsI dan Pemerlntah 

Daerah lalnnya 
1) semula Rp. 26.770.701.023,00 
2) Bertambah Rp. 694.941.449.00 

Jumlah Dana Bagl Hasll PaJak setelah Perubahan pp. 27,465.642.472,00 
c. Dana Penyesuaian dan OtonomI Khusus 

1) semula Rp. 61.119.729.800,00 
2) Bertambah Rp. 114.119.207.360.00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan OtonomI Khusus 
setelah Perubahan Pp. 175.238.937.160,00 

d. Bantuan Keuangan dari PropinsI atau Pemerlntah , 
Daerah lainnya 

1) semula Rp. 
2) Bertambah Rp. 13.313.574.500.00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari PropinsI atau dari ĵ p̂  13.313.574.500,00 
Pemerlntati Daerah lalnnya setelah Perubahan 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja TIdak Langsung 
1) semula Rp. 558.271.259.350,00 
2) Bertambah Rp. 24.801.506.476.77 

Jumlah Belanja TIdak Ungsung setelah Perubahan Rp. 583.072.765.826,77 
b. Belanja Langsung 

1) semula Rp. 195.681v400.150,00 
2) Bertambah Rp. 110.455.884.182.00 

Jumlah Belanja Lantisung setelah Perubahan Rp. 306.137.284.332,00 
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(2) Belanja TIdak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenls 
Belanja: 

a. Belanja Pegawal 

1) semula Rp. 491.382.565.650,00 
2) Bertambah Rp. 15.444.039.608.77 

Jumlah Belanja Pegawal setelah Perubahan Rp. S0().826.605.258,77 
b. Belanja HIbah 

1) semula Rp. 8.690.900.000,00 
2) Berkurang fPo. 762.943.132.00 i 

Jumlah Belanja Hltah setelah perubahan pp. 7.927.956.868,00 
c. Belanja Bantuan SoiJal 

1) semula Rp. 7.661.180.000,00 
2) Bertambah Rp. 4.114.250.000.00 

Jumlah Belanja Bantuan Soslal setelah perubahan pp. 11.775.430.000,00 
d. Belanja BagI Hasil 

1) semula Rp. 3.119.003.700,00 
2) Berkurang iRp. 112.090.000.001 

Jumlah Belanja BagI Hasll setelah Perubahan pp. 3.006.913.700,00 
e. Belanja Bantuan Keuangan 

1) semula Rp. 45.417.610.000,00 
2) Bertambah Rp. 3.018.250.000.00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan pp, 48.435.860.000,00 
f. Belanja TIdak Terduga 

1) semula Rp. 2.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 3.100.000.000.0Q 

Jumlah Belanja TId.ik Terduga setelah perubahan Rp, 5.100.000.000,00 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdirl darl Jenls 

Belanja: -

a. Belanja Pegawal 
1) semula Rp. 18.922.156.070,00 
2) Bertambah pp. 8.349.161.835.00 

Jumlah Belanja Pegavral setelah Perubahan Rp. 27.271.317.905,00 
b. Belanja Barang dan Jasa 

1) semula Rp. 78.204.711.355,00 
2) Bertambah Rp. 32.413.665.614.00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp, 110.618.376.969,00 
c. Belanja Modal 

1) semula Rp. 98.554.532.725,00 . 
.2) Bertambah Rp. 69.693.056.733.00 

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan pp, 163.247.589.458,00 
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Pasal 4 
(1) Pemblayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdirl dari: 

a. Penerimaan sejumtih Rp.49.M0.4l5.l2l.77 
1) semula Rp. 54.616.152.926.36 
2) Berkurang fRp. S.07S.737.804.S9 1 

Jumlah Penerimaan aetelah Perubahan Rp. 49.540.415.121,77 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 

1) semula Rp. 2.500.000.000,00 
2) Bertambah Rp. SOO.OOQ.OOO.OO 

Jumlah Pengeluamn setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdirl darl Jenls 
Pemblayaan: 

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 
sejumlah Rp. 411.040.415.121,77 

1) semula Rp. 54.116.152.926,36 
2) Berkurang (Rp. S.075.737.804.591 

Jumlah SILPA' Tahun Anggaran sebelumnya setelah Rp. 49.040.415.121,77 
' Perubahan 

b. Penerimaan Kemball Pemberian Pinjaman 
sejumlah Rp. 500.000.000,00 

1) semula Rp. 500.000.000,00 
2) Bertambah/{berkUiang) Rp. 

Jumlah Penerimaitn Kemball Pemberian Pinjaman. pp^ 500.000.000,00 
setelah perubahan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenls 

Pemblayaan: 

a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 2.750.000.000,00 
1) semula Rp. 2.250.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 500.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah 
Perubahan Rp. 2.750.000.000,00 

b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 250.000.000,00 
1} semula Rp. 250.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurmg) Q^i : 
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan ObllgasI 

setelah Perubahan Rp. 250.000.000,00 

Pasal5 

Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercanlum dalam Lamplran yang merupakan baglan yang tidak 
terplsahkan darl Peratutan Daerah Inl. terdirl dari: 

http://Rp.49.M0.4l5.l2l.77
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1. Lampiran I : RIngkasan Perubahan APBD; 
2. Lampiran II : RIngkasan Perubahahan APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah dan OrganlsasI SKPD; 
3. Lampiran III ; Rinclan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah. 

OrganlsasI SKPD. Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan; 
4. Lampiran (V : Rekapltulast Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah. OrganlsasI SKPD, Program dan Keglatan ; 
5. Lampran V : Rekapltulast Perubahan Belanja Daerah untuk koselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsl dalam 
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

6. Lamprlran V] : Daftar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Perjabatan ; 
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 
8. Lampiran Vll.1 : Laporan RealisasI Anggaran; 
9. Lampiran VII.2 : Neraca; 

10. Lamplran VII.3 ; Laporan Arus Kas; 

11. Lampiran VIII ' : Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 
belum dlselesalkan dan dlanggarkan kemball dalam Tahun 
Anggaran Inl ; 

12. Lamp1ran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan ObllgasI Daerah. 

Pasal6 

Bupatl menetapkan Peraturan timtang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagal landasan Operational Pelaksanaan. 

Pasal 7 

(1) Peraturan Daerah Ini mulal berlaku sejak tanggal dlundangkan. 

(2) Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan Pengundangan Peraturan Daerah Int 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan. 

Ditetapkan dl P a c l t a n 

Pada Tanggal . 2 6 - 9 • 2011 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



1. Lampiran 

2. Lampiran 

3. Lampiran 

4. Lampiran 

5. Lampran 

6. Lamprlran 
7. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

10. Lamplran 

11. Lampiran 

12.Lampiran 

III 

VI 

VII 

VII.1 

VII.2 

VII.3 

VIII 

IX 

: RIngkasan Perubahan AF BO; 
: RIngkasan Perubahahm APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organlsas) 5KP0; 
: Rinclan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

OrganlsasI SKPD, Pendiipatan, Belanja dan Pemblayaan; 
: Rekapitulasl. Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, OrganlsasI SKPD, Program dan Keglatan; 
: Rekapitulasl Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs] dalam 
kerangka Pengelolaan K.euangan Negara; 

: Daftar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Perjabatan; 
: Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daenih; 
: Laporan RealisasI Anggaran; 
: Neraca; 

: Laporan Arus Kas; 

: Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 
belum dlselesalkan diin dlanggarkan kemball dalam Tahun 
Anggaran Inl ; 

: Daftar Pinjaman Daerah dan ObllgasI Daerah. 

Pasal 6 

Bupatl menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagal landasan Operaslonal Pelaksanaan. 

Pasal? 

(1) Peraturan Daerah Inl mutal berlaku sejak tanggal dlundangkan. 

(2) Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerlntalikan Pengundangan Peraturan Daerah inl 

dengan penempatannya dalum Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan. 

Ditetapkan dl P a c l t a n 

Pada Tanggal 26 • 9 - 2011 

BUPATI PACITAN 

Cap ttd 

INDARTATO 
Dlundangkan dl Pacltan 
Pada Tanggal 26 September 2011 

SEKRETARIS DAERAH 

If. MULYONO. MM • 
. Pembina Utama Madya 
NIP. 195710171983031 014 
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